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TEMBAGA PERMUSYAWARATAN D1 INDOLESIA

A. Tinjauan umum tentang Sistem Pemerintahan Indonesia

Sebelum memberikan suatu rumusan tentang  Sistem
Pemerintahan di Indonesia, mska terlebih czhulu perlu
dibahas apa arti Sistem Pemerintahan. Sistem Pemerintah-
an merupckan gabungan dari dus istilah, yaitu "Sistem "
dan "Pemerintshan®. Sistem adalah suatu keseluruhan, ter-
diri dari beberapa bagien yang mempunyai hubungan fung-
siopil baik antara bagian-bagiannya'.maupun keseluruhane-
nya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantu-
ngan antara bagian-begian yang akibatnya jika salah
satu tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keselu-
hannya itu. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah
segala urusan yang dilakukan oleh Negara yang dalam
menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan  kepentingan
negara sendiri, jadi tidek diartikan sebagai pemerintah
yang hanya menjalankan tugas Fksekutif saja, melainkan
juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk Legislatif
dan Yudikatif. Karena itu membicarakan Sistem Pemerinta-
han adalah membicarakan bagaimana bagian kekuasaan serta
hubungan antara Lembaga-lembaga ‘egara yang menjalankan
kekuaszan-kekuasaan negara itu dalam ranyka menyelengga-
rekan kepentingan rakyat (Ibrahim, 1688:171). Dengan
demikian dapat dirumuskan bahwa Sistem Pemerintahan
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adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang tera-
tur dari Lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu
dengan yang lainnya baik langsung ataupun tidak lang=
sung menurut suatu rencana atau pola unjuk mencapai tu-
juan negara tertentu (Saragih, 1988:41-42).

Mengenai Sistem remerintahan Indonesia dijelaskan
dengan terang dan sestematis dalam penjelasan UUD 1945,
Penjelasan UUD 1945 tersebut yang dikenal dengan sebutan
tujuh (7) kunci pokok adalah :
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Hukum

(Rechtsstaat)

Negara Indonesia beraasarkan atas hukum (Rech-
sstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Mach-
staat)’maksudnya, negara terutama pemerintah dan
Lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan
tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh  Hukum
atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum.
Adapun negara Hukum yang dimaksud bukanlah sekedar se-
bagai nagara hukum dalam:.arti formal, lebih~lebih bu~
kan hanya sebagai polisi lalu lintas yang menjaga ja-
ngan sampai terjadi pelanggaran terhadap para pelang-
gar hukum., Namun juga negara hukum dalam arti matelil.
Sehingga negara bukan saja umelindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indbnesia", tetapi

juga harus"memajukan kesejahteraan umum dan mencerdas=
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kan kehidupen besngsa". Lengan landasan dan semangat
nepara hukum dalam arti material itu, setiap tindakan
haruslah mempertimbangkan dua kepentingan ataupun
landasan, yaitu kepumasanya (coelmatigheid) dan landa-

san hukumnya (rechtmatigheid).
Sistem Konstitusional

Pemerintah berdasarkan atas Sistem Konstitusi
(hukum dasar), tidsk bersifat absolutisme (xekuasaan
yang tidak terbatas). Menurut sistem ini menegask an
bahwa cera pengendelian pemerintahan dibatasi oleh
xetentuan-ketentuan konstitusi, yang dengan sendiri-
nye jurez oleh ketentuan-ketentuen dan hukum lain
yang merupaken produk konstitusionasl ceperti : OCaris

geris Resar Haluan Negarez, Undang-undeng dancebagainya

Kekuzsan negare yang tertinggi di tangen Mejelis Per-

musyawaratan kKakyat

Kedaulatan rakyat dipegang oleh Majelis Ffermu-
syawaratan Rskyat sebagai penjelmean seluruh rakyat
Indonesia. Majelis ini memegang kekuasaan negara yang
tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan
negara menurut geris-garis besar yang telah . g4tetap-
kan oleh Mejelis. Presiden diangkat oleh Majelis tun-
duk dan bertanggungjcwab kepsda Majelis, sebagai
mendataris Majelis dan fresiden berkewajiban menjalan-

kan putusan-putusan “ajelis. Presiden tidak " neben'



akan tetzpi dibswah Majelis (untergeornet).
Disinilah terjemahannya pokok pikiran kedaula-
tan rakyat yang terkandung didalam pembukaan UUD 1945,

Sebagai pemerang kekuasaan tertinggi Majelis Permusya-

waratan Lakyat mempunyai tugas dan wewenang yang
sangat menentukan jalannya negara dan bangse, yang
berupa:

a. Menetapkan UUD

b. Menetapkan GBHN

c. Mengangkat Presiden dan Wzkil Precsiden

Fengan demikian adslah logis, karensz Majelis Permusys-
waratan Rekyat adalah pemegang kedaulatan negara., ilan
sebagail badan yang merupakan penjelmaan dari seluruh
rakyat, meka sepala keputusan yang diambil haruslah

mencerminkan keinginan dan aspirasi seluruh rakyat.

Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara  yang

tertinggi dibawah Majelis (MPR)

Dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presi-
den adalah penyelenggara pemerintah negara yang ‘ter-
tinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekua-
saan dan tanggungjawab ada ditangan Presiden. Namun
secara loris, kerena ‘residen diangkat oleh Majelis
dipercaya dan diberi tugas untuk menjalankan kebijak-
sanaan rakyat yang berupa GBHN ataupun'ketetapan yang

lain. Oleh karena itu Presiden adalah Mandataris Ma-



jelis.

Presiden tidek bertanggung jawab kepada DPR

I'i samping Presiden ada DPR, Presiden harus

mendapzt persetujuan DPR untuk membentuk Undang  un-

deng termasuk

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama- sama

dengan Dewan,

Artinyas, kedudukzn Presiden tidak ' ter-

gantung kepada Dewan. Dengan demikian Presiden tidak

ddapat membubarkan DPR seperti pada Sistem Parlemen-

ter, dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan Presiden,

karena Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR,

Mentri Negara

ialah pembantu Presiden, Mentri Negara

tidak bertanggungjawab kepada DPR

Presiden mengangkat dan memberkentikan Mentri

mentri Negara, Mnetri-mentri itu tidak bertanggungja-

wab kepada DPR, tetapi bertanggungjawab kepada Presi-

den., Pengangkatan dan pemberhentian Mentri- - mentri

negara menjadi wewenang Presiden., Oleh karena itu

status mereka

adalah sebagai pembantu Presiden., tetaw

pl meskipun demikian tidak dapat dikatakan bahwa

Mentri-mentri
karena dengan
Mentri-mentri

kan kekuasaan

negara itu adalah pegawai tinggi biasa
penunjukan dan persetujuan Presiden
inilah yeng pada kenyataanya menjalan-

pemerintahan dibidangnya masing-mesing.



7. Kekuasaan Kepala Negara tidek tak terbetas

Meskipun kepala negara tidak bertanggungjawab
kepada DPR, ia bukan diktator, artinya kekuasaanya
tidak tak terbatas, karena Kepala Negara tersebut.
Harus bertanggungjawab kepada MPR dan harus memper—
hatikan dengan sungguh-sungguh suara DPR., Jadi keku-
asaan Kepala Negara terbatas. DEngan demikian fungsi
atau peranan LPR dan fungsi «tau peranan para mentri
negara sebagai pembantu Presiden, dapat mencegah
kemungk inan kekuasaan pemerintah ditangan Presiden

kearah kekuasanm mutlak (absolutisme).

Berdasarkaen ketujuh kunci pokok diatas maka tidak
tepat jika dikatakan bshwa Indonesia menganut Sistem pe-
merintahan Parlementer, karena DPR tidak dapat dibubarkan
oleh Presiden. Dengan demikian pula tidak dapat dikata-
kan sebagai penganut Sistem Pemerintahan Presidentil ,
karena Presiden tidak dipilih langsung oleh takyat dan
Presiden dapat diberhentikan oleh MPR sebelum habis masa

jabatannya karena melanggar GBHN yang ditetapkan MPR.
Lembaga Permusyawaratan di Indonesia

Sebagaimena diuraikan diatas bahwa dalam Sistem
Pemerintahan Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat
merupakan Lembaga Tinggi Nerara, penjelmaan seluruh
rekyat, pemengang dan pelaksana sepenuhnya dari kedaula-

tan rakyat sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945



(Maschab, 19€&:13),
1. Kedudukan, tugas dan wewenang Lembaga Permusyawaratan
a. Xedudukan Lembaga Permusyawaratan

Membicarakan perihal kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rzkyat dalam Sistem Pemerintahan
Indonesia, maka agar diperoleh gambaran yang jelas
dan pemahaman yang benar, tidak boleh tidak mesti
mempelajari UUD 1¢45, Dimana masalah  kedudukan
Majelis Fermusyawaratan Rskyat dalam Sistem peme-
rintahan Indonesia telah jelss delam UUD 194% ser-

ta penjelésan umumnya. Artinya, secara Konstitusi-

opal kedudukan Majelis Permusyawaratan Rekyat
sesungguhnya sudah jelas yaitu sebagai lembaga
tertingpi yang merealisir kekuasaan rakyat di

dalam Sistem ketatanegarsan dibawah UUD 1945. Bah-
kan Presiden sebagai pelaksana dari kekuasaan yang
dilimpahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rekyat.
(Thaib, 1994:19).

Sebagaiman kite ketahui bahwa pasal 1 ayat
(2) UUD 1945 menyatakan bshwa " Kedaulatan adalah
dariﬁtéhgan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh
MPR". Berdasar pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut
menehpatkan Majelis Permusyawaratan Ralyat sebagail
Lembaga Negara peda kedudukan dan kekuasaan ter -

tinggi. Kekuasaanya tidak terbastas dan tidak di



tetapkan secara limitatif melainkan secara enunsi-
tif yang bersumber kepada pasal 1 ayat (2) uuD

1945 itu sendiri (Sagala, 1982:80). Bahkan menutut
penjelasan pasal 3 UUD 1945 disebutkan bahwa seba-
gai lembaga negara yang Tertinggil dan pemegang
kedaulatan rakyat, maka lMajelis Permusyawaratan
Rakyat memegang kedaulatan negara yang kekuasaan-

nya tidak terbatas (Saragih, 1988:98),

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa
menurut teori Ilmu Hukum Tata Nepara yang ‘ bergum=-
ber pada UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rekyat
merupakan satu-satunya Lembaga Negara yang mempu -
nyai supremasi yang mengandung dua prisip penting

(Thaib, 19943:19-20),ysitu :

1. Sebagai badan berdaulat yang memegang kekuasa-
an berdasarkan hukum untuk menetapkan segala
sesuatu yang telah ditegaskam oleh UUD 1945,
disebut lLegal power,

2. No rival authority : artinya tidak ada sesuatu
otorita tagdingan baik perorangan maupun badan
(lembaga) yang mempunyai kekuasaan untuk ' me-
langgar atau menyampingkan sesuatu yang telah

diputuskan oleh Majelis Permusyaweratsn Rakyat.

Prinsip kedua ini lebih memperteraskan dan
memperluas kekuasaan: Majelis Permusyawaratan Rak-

yet terhadap hal-hal yang walaupun secara tegas
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tidak atau belum diatur oleh konstitusi, tetapi da-
pat ditetapkan sendiri oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat seperti halnya dengan Ketetapan - ketetapan
dan keputusan - keputusan. Merupakan konsekuensi lo-
gis deri prinsip kedua itu pula Majelis Permusya -

waratan Rakyat dalam konstalasi kekuasaan  negara

kedudukannya mengatasi Lembaga-lembaga negara lain
nys. Lembaga-lembaga negara lainnya itu dalam Sis=-
tem ketatanegarasan kita tiuak same kedudukannys .-
(neben geordnet) dengan Majelis Fermusyawaratan
Rakyst melainkan dibawah Majelis Permusyawaratan
Rakyat (untergeordnet dengan Mojelis permusyawarat-
an Laekyat,

Olen karena itulah Mejelis . Permusyawaratan
Rokyat dapat membagi-bagiken sebagian kekuasaannya
secara operasional kepada Lembaga-lembaga Tinggi
Negara dibawahnya (distribution of power)., Namun
tidak berarti bahwa setelah mendelegosikan kekuasa=
an kepada Lembaga-lembaga Negara lainnya Majelis
permusyawaratan Rakyat tidak mempunyai kekuasaan

lagi., Bagaimanapun kekuasaan itu tetap ada; hal ini

depat cibuktikan hahwa Majelis permusyawaratan Rak-
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yat masih mengadakan sidang=-sedangnya.

Kedudukan Majelis. rermusyawarstan Rakyat
sebagai Lembaga Negara Tertinggi terutama dalam
menetapkan pasalah-masalah pokok, saat terpenting
kenegarzan, dalam rangka mewujudkan tujuan negars
(Thaib, 1994:20), sebagaimana diamanatkan aalam
pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bang-
sa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
mema jukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehi-

dupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban du-
nia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial, yan_paaa gilirannya dapat di

wujudkan masyarakat adil dan makmur.
b, Tugas dan wewenang Lembaga rermusyawaratan

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa berda-
sarkan pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Majelis lrermu =-
syawaratan Rekyat merupakan Lembaga negara yang
mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang Tertinggi.
Sehingga dengan demikian , Majelis Permusyawarat-
an Kakyat mempunyai tugas dan wewenang kenegaraan,

Sebagai Lembaga Tertinggi Negara, Majelis
Permusyawaratan Rakyat mempunyal tugas dan ‘wewe=
nang yang meliputi bidang, yakni ;

1. Di bidang wksekutif Hajelis FPermusyawaratan Rak-

yat membawahi Presiden (pasal 4 ayat (1).
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Selain mengangkat Presiden, Majelis termusyawa-
ratan Rakyat berwenang untuk meminta dan me=-
nilai pertanggungjawaban dari Presidean atas
segala kebijaksanaan pewerintah, yang garis-
garis pokoknya telah ditetapkan Majelis - Permu-

Syawaratan Rakyat.

Li bidang Ferundang-undangan (Legislatif), pmg=
Jelis permusyawaratan Rakyat membawahi Dewan
Perwakilan Rakyat dan presiden . Segula undang-
undang yang akan dibuat Lembaga Legislatir,
harus dilaksanakan sesuai uengan yang uitetap-
kan oleh [Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perun-
dang-undangan tidak boleh dibuat menyimpang dari
UUD 1945 maupun ketetapan Majelis Fermusyawara-

tan Rakyat.

Di bideng pengawasan (Inspektif), Majelis _ Per-
musyawaratan kakyat membawani Dewan Perwakilan
Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dewan Per-
wakilan Rakyat sebagai lembaga yang mengawasi
tindakan Presiden di lapangan pemerintahan
sehari-hari. Kusus mengenai pengawasan dan
pemeriksaan keuangan negara, Badan Femeriksa
Keuangan harus memberitahukannya kapada Dewan
Perwskilan Rakyat, untuk selanjutnya Dewan fFer-

R 4
wakilan Rakyet bisa minta sidang istimewa Ke-

pada MPR.



4, Di bidang Yudikatif, Majelis Permusyawaratan
Rakyat membawahi Makamah Agung atau Instansi-
instensi lainnyz yzng ditunjuk oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

5. Di bidang Konsultatif, Majelis Permusyawaratan
Rekyat membawahi Dewan Perwakilan Rakyat. Agar
pemerintah dapat melakukan tugas dan kekuasaan-
nya, meka Mzjelis Permusyawarztan Rszkyat men-
nyediakan tempat berkonsultatisi, bertanya,
minta nasehzt kepada T'ewan Ferwakilan Rakyat
(Sagala, 1982:80-81),

Untuk Jelasnya tentang tugas dan wewerang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, kita dapat mempe= -

lajari UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya,

Mengenal tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan

Rekyat menurut UUD 1945 dapat dilihat pada pasal

1 ayat (2), Pasal 2, pasal 3, pasal 6 ayat (2),pa-

sal 9, pasal 37 ayat(1), pasal IV Aturan “pPerali-

han dan pasal 2 Aturan Tamba:.an. Jadi jika disim.
pulkan dari pasal-pasal dan kalimat-kalimat penje-
lasan UUD 1945 tersebut magza akan dapat dirumus-
kan apa saja yang termasuk tugas dan wewenang Ma--
Jelis Permusyawaratan Rakyat secara konstitusional,
yang secara minimal adalah:
1. Melakukan kedaulatan Rakyat (pasal 1 ayat (2)

2. Menetapkan UUD (pasal 3)
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3. Menetapkan garis-garis besar deripada haluan Ne=-
gara (pasal 3)

4, Memilih Presiden dan Wakil Presiden (termasuk-~
mengangkat serta memberhentikamnya) (pasal 6 a-
yat (2) ditambah penjelasan umum)

5. Mengubah UUD (pasal 37)

€. Tempat Presiden bertanpgungjawsb, sebagai manda-
taris Majelis Permusyawaratan Rakyat (penjelasan
UUD 1945)

7. Menghadapi pengcmbilan sumpah etau janji | presi-
den ¢fan Wakil Presiden (pesal @) (Sagrla, 1982 :

20-21).

Kemudian sebagal penjsberan lebih lanjut da-
ri tuges dan wewenang Mejelis Permusyawaratan Rak -
yat tersebut, dalam peraturan Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat diatur soal tugas dan wewe-
nang Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu:

1. Menetapkan Undang-Undang lasar

?. Menetapkan Caris-garis Besar Haluan Negara

7, Memilih dan mengangkat Presiden dan wakil Presi-
den

Ketiganya merupakan tugas dari Majelis Permusyawa~™

ratan Rakyat, sedang wewenangnya adalah

1. Membuat putusan-putusan yang tidek dapat = dibe-—
talkan oleh keputusan deri Lembaga Negara  yang

lain, termasuk penetapan Garis-garis Besar Haluan
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Nerara yang ditugaskan pelaksanzannya pada Presi-
den atau mandataris;

2. liemberikan penjelasan yang bersifat penafsiran-
terhzuap putusan-putusan Majelis;

3, Menyelesaikan pemilihan damn selanjutnya mengang-
kat Fresiden dan Wakil Fresiden;

4, Meminta deri dan menilai pertanggungan jawab
Preciden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar
Haluan Negara;

L. Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden da=-
lam masa jabatannya apabila Presiden ‘sungguh-
sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang

undang Dasar;

N
°

Mengubah Undang-Undang lasar;

-3
L3

Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis;

8, Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari
dan oleh Anggota;

0, Memberikan putusan terhadap Anggota yang melang-
gar sumpah/janji Anggota;

10. Meneliti surat-surat yang berhubungan dengan ke-

anggotaan Majelis;
2. Pembentukan Lembaga Fermusyswaraten
Perlu digaris bawahi bahwa yang simaksud dengan

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam tuli-

san ini adalah cara pengisian keanggot:an Majelis

Permusyawaratan Kakyat. Oleh karena itu meka membica -



rakan maslah pembentukan Majelis Permusyawaratan Rak-
yat adalah membahas bsgaimana idealnya pengisian
keanggotzan Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Ma -
Jjelis Permusyawaratan Rakyat dipandang sebagai satu
satunya Lembaga ﬁegara yang tertinggi, yang memengang
sepenuhnya kedaulatan rakyat (Sagala, 1982:21), Untuk
memperoleh gambaran yang jelas dan benar tentang .ba-
gaimana cara pengisian keanggotaan Majelis Permusya-

waratan Rakyat yang diangap ideal, maka tidak boleh
tidak kita mesti mempelajari UUD 1945 yang berkaitan

ddengan Majelis Permusyawaratan Rakyat khususnya ten-

tang cara pengisian keanggotaannya,

Dalam UUD 1945 tidak ditentukan dengan tegas
tentang bagasimanakah pembentukan Majelis permisyawas
ratem (Soemantri, 1983%:8%). Jadi dalam konstitusi ter-
sebut tidak ada pasal yang jelas-jelas menyebutkan ca-
ra apa yang seharusnya dipergunakan untuk mengisi
keanggotzan Mejelis Permusyawaratan Rakyat. Dimana
dari lima pesal dalam UUD 1945 yang membicarakan ten-
tang Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak ada satu
pasalpun yang mengatur tentang pembentukan atau cara
pengisian keanggotaan lembaga Negara yang menurut UUD

1045 merupzkan badan tertinggi dalam necrarsa.
Walaupun demikian apabila dikaji lebih’ lanjut
dan dipshami secsra mendalam atas pasal-pasal yang

berkenaan dengan Majelis Permusyawaratan Rskyat dalam



UUD 1945, maka ada satu ketentuan yang sekurang-kurang

nya bisa dijadikan pengangan atau petunjuk bagi pem—

bentukan atau cara pengisian keang.otaan Majelis Rer-

musyawaratan Rakyat. Hal ini terdapat dalam pasal 1 a=-

yat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "MPR  terdiri

atas anggota-anggota Dewan Perwakilan rakyat ditambah

dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan, menurut

aturan yang ditetapkan dengan pudang-undang', Adapun

ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945 diatas yang

dapat kita pergunakan sebagai pengangan atau petunjuk

bagi cara pengisian keanggotaan Majelis Permusyawarat-

an Rakyat adalah @nak kalimat yang berbunyai  menurut

aturan yang éitetapkan dengan Undang=-undang". Dengan

mengadakan interpretasi yang luas, maka ketentuan di-

atas mengandung arti pula, bahwa Majelis Permusyawarat-
an Rakyat akan diatur lebih lanjut aengan Undang=undang
(Soemantri, 1983:83). Artinya masalah pembentukan atau

pengisian keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat

akan diatur lebih lanjut dengan Undang-uncang.

Tentang tidak adanya ketentuan dalam Qup 1945
yang secara jelas-jelas menyebutkan cara apa yang seha=-
rusnya dipergunakan untuk pembentukan atau pengisian
keanggotaan Majelis Fermusyawaratan Rakyat, namun han~=
nya ada isarat yang tersirat dalam anak kalimat pasal ¢
ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa masalah terse-

but akan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. Hal



tersebut terkait dengan sifat yang melekat pada yuUD
1945 yang didelaunya hanya mengatur tentang masalah-
masalah yang bersifat pokok uan fundamental dalam su-
a8tu negara. Sedangkan masalah yang bersifat teknis
dan detil diatur dalam Undang-undang yang lebih ren-
dah yung pada gilirannya Uup 1945 dapat luwea dan
rigid,

rnembali pada masalah pembentukan atzu cara pe-
ngisian keanggotaan MPR. Oleh Karens tidak zuz kete-
gasan tentang pepbentukan atau cara bengisisn Keange
gotaan MER dalam UYUL 1945 uan nanya secars tersirat
ternyatakan aksn diatur lebih lanjut dengan undang-
undang, maka cara pengisisn Keanggotewan MpPR dapat
dilaksanakan dengan cara pemilihan, pengangkatan dan
benunjukan (Sagala, 1982:82).;irtinya, anggota MPR da-
Pat dipilih, ditunjuk atau diangkat berdasarkan uu
Yang berlaku.
a. Pemilihan

Lari pembicaraar pada anggota Panitia Fer-

siapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), pada waktu mem-
bicarakan tentang susunan MPR dapat disimpulkan bah-
wa di PPKI terdapat dua pendapat yaitu ; pertama
Yang menginginken agar semua anggota MPR dipilih o=
leh rakyat, dan kedua khusus mengensi ubusan golongan
tidak dapat dipilih melalui pemilu tetapi diang =

kat, Kesimpulannya adalah Dbahwa Fanitia Per-
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siapan Kemerdekaan Indonesia berkeinginan agsr
sebagian besar anggota Majelis Permusyawaratan Rak-
yat dipilih melalui Pemilu dan khusus untuk Utusan
Golongan anggotanya diangkat (Ibrahim, 1988:182 -
183), Artinya, sideng Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia menyetujui bahwa pada prinsipnya Majelis
Permusyawaratan Rakyat dibentuk dengan pemilihan ,
kecuali anggota tambahan Majelis Permusyawaratan
Rakyat dari Utusan Golongan (fungsional) di -mung-
kinkan untuk ditunjuk atau diangkat. Jadi, apabila
dip-lajari kembali masalah-masalah pembahasan 'ru-
musan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
'Indonesia tentang cara pengisizn keanggotaan Maje-
lis Permusyawaratan Rakyat, maka cara yang diter -~
puh adalah dengan jalan pemilu, dengan penunjukan
atau pengangkatan.

Sebagaimana tertera pada pasal 2 ayat (1)
UUD 1945 bahwa anggota Majelis Permusyavwaratan Rak-
yat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Kemudia sesuai
dengan asas kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD
1045 dalam .pasal 1 ayat (2) berarti bahwa  rakyat
harus diberi kesempatan untuk menentukan sendiri
wakil-wakilnya yang akan duduk di Majelis Permusya-
waratan Rakyat. Cara untuk menentukan pilihannya i-
tu adalah dengan pemilu.

Tewan Perwakilan Rakyat adalah merupakan
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wakil dari seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan
kata wakil dalam perwakilan, maka keanggotaan De-
wan ‘ferwakilan Rakyyat haruslah dipilih dengan
pemilu, Sedangkan utusan daerah adalah mewakili da-
erah-daerah dari seluruh Indonesia, Sesuai pula
dengan prinsip kedaulatan rakyat di daerah, maka
wajarlah kalau yang memilih anggota utusan daerah
adalah anggota Degwan Perwakilan Rakyat Laerah ge=-
tempat. Kalau anggota utusan DPR dipilih langsung
oleh rzkyst melalui pemili, maka utusan daerah di
pilih secara bertingkat, yzitu rakyat memilih DPRD
kemudian DPRD ini akam memilih anpgota utusan da-
erah dari daerahnya. Sedangkan khusus untuk utusan
golongan pengisiannya dengan cara menganrkat dari
polongan yang bersangkuten (Ibrzhim, 1088:184-18%),
Ketentuan diatas adalah sejalan dengan pendapat M,
Hatta dalam sidang Panitia Persiapan kemerdekaan
Indonzsia. limana dalam pembicaraan- pembicaraan
yang terjadi di Panitia Fersiapan Kemerdekaan . In-
donesia Anggota Panitia berkeinginan agar Majelis
Permusyawaratan Rakyat langsung dipilih oleh Rakyat
kecuali anggota Hatta menyatakan utusan dari golo-
ngan tidek dapat dipilih langsung. Artinyes, daerah
daerah mesti dipilih langsung oleh rakyat(Sagesla ,
1983 :53). Dengan demikien dapat ditarik suatu ' pe-

mahaman bahwe pemilu adalah dalam rangks mengisi
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keanggotaan Majelis Fermusyawaratan Rakyat dari
unsur DPR dan secara tidak langsung juga dalam ra-
ngka mengisi keanggotaan dari unsur utusan daerah
Oleh karena itu, maka sekurang-kurungnya anggota-
anggota Majelis Fermusyawaratan Rakyat yang dipi-
lih oleh rakyat, naruslah lebih banyak jumlahnya
(dominan ) dari pada yang ditunjuk ; Kalau ajaran
kedaulatan rakyat ingin tetap dipertahankan, yang
pada giliran selanjutnya apa yang dikehendaki oleh
UUD 1945 bahwa MPR merupakan Lembaga Tertinggi Ne-
gara, penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, pemegang
dan pelaksana sepenuhnya dari kedaulatan rakyat

dapat terwujud.
Pengangkatan dan penunjukan

Mengenai cara pengisian keanggotaan jajelis
Permusyawaratan Rakyat dari utusan golongan nampak-
nya pada pembicaraan para anggota Panitia . Persia-
pan Kemerdekaan Indonesia tidak tercapai kesepaka=
tan, apakah utusan golongan tersebut dipilih lang-
sung oleh rakyat ataukah dituhjuk atau pula - di=-
angkat oleh Presiden. Kemudian <arena tidak adanya
kesepakatan, maska masalah cara pengisian keanggo-
taan MPR dari utusan golongan akhirnya diserahkan
kepada Legislatif wuntuk menentukannya dalam

bentuk undang-undang. Jedi, sebenarnya utusan
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golongan capat melalui pemilihan, tetapi melihat

perkembangan pembicaraan para enggota -~ anggota
peserta Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
menyetujui diangkat atau ditunjuk langsung oleh

Presiden (Sagala, 1982:55).
1. Pengangkatan

Berkaitan dengan cara pengisian keanggo-
taan MPR dari utusan golongan, harus dibedakan
dengan jelas antara diangkat dan ditunjuk.
Pengangkatan berasal dari kata angkat yang
mendapat tambahan imbuhan pe - dan - an. Perka-
taan pengangkatan mengandung makna bahwa wakil
yang diajukan untuk duduk sebagai anggota MPR
dari unsur utusan golongan itu berdasarkan atas
usulan yang diajukan oleh golongan yang bersang-
kutan untuk kemudian Presiden selaku kepala
Negara menetapkannya. Artinya, pengangkatan itu
pada dasarnya berasal dari usulan yang diajukan

oleh golomgan itu sendiri.
2. Penunjukan

Sedangkan kata perunjukan berzsal dari
kata dasar tunjuk yang mendapat imbuhan pe- dan
an, Perkataan penunjukan mengandung pewertian
bahwa wakil yeng dicalonkan untuk duduk cebagai

anggota MPR dari unsur utusan golongan itu



dides:rkan atas prekarsa Preciden sendiri tanpa
harus ada usul dari golongan yang bersangkutan,
Artinya, penunjukan itu pada dasarnya tidak me-
libatkan golongan yang bersangkutan, tetapi

merupakan prakarsa Fresiden sendiri.

Lari uraisn tentanc pembentukan MPR di atas
terlihat bahwa pada pembicaraan para anggota PPKI
tentang cara pengisian utusan golovgan di MPR,ti-
dak ada kesepakatandan azkhirnya diserahkan kepada
Legislatif untuk menentukannya dalam bentuk undang
undang (demikian juga dalam Penpres/Perpres), maka
dipakai sistem pengangkatan dan penunjukan oleh
Presiden sebagai kepala Negara (Sagala, 1082 :55).
Dari pengertianketiga unsur keanggotaan MFR, yaitu
anggota DPR, utusan daerah-daerah dan utusan dari
golongan-golongan diatas, jelaslah bahwa ungur ma-
nayang dipilih langsung dan unsurmana yang diang -
kat atau ditunjuk oleh Presiden di MPR. DFR seba -
gai wakil rakyat dan utusan daerah-daerah sebagai
wakil daerah, kedua-duanya harus dipilih langsung
oleh rakyat dalam pemilihan umum. Sedangkan utusan
dari golongan-golongan (Fungsional )dapat melalui
pemilihan, tetapi melihat perkembangan pembicaraan
anggota-anggota peserta PPKI menye'ujui diangkat
atau ditunjuk lan:sung oleh Presiden.

Menggaris bawahi pemaparan diatas, maka
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dapat disimpulkan bahwa masalah pembentukan  MPR
menurut ketetapan UUD 1945 diserahkan kepada lem-
baga Legislatif, yang dalam hal ini adalah Presi-
den bersama DPR, dalam bentuk undzng-undzng. UUD
1945 hanya memberikan suatu ketentuan dasar bahwa
cara yang dapat dipakai untuk mengisi keanggotaan
MPR adalah dengan cara pemilihan, pengangkatan a-

tau penunjukan, asalkan menghasilkan komp sisl ke

anggotaan MPR yang ideal, yakni merupakan penjel-
maan seluruh rakyat Indonesia dimana pada giliran
selanjutnyz MPR merupaskan suatu Majelis Fermusya-
waratan yang mencerminkan kehendak rakyat karena
seluruh lapisan dan golongan rakyat terwakili da=--
lam institusi tersebut yang melaksanakan Kedaula-
tan atas nama rakyat seluruh Indonesia. Sehingga
jeladlah bahwa apabila MPR mau disebut sebagai ins-
titusi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia hanya
skan tercapai apabila wakil rakyat (DPR) mayoritas
mutlak dalam MPR, sedangkan wakil daerah (utusan -
utusan daerah) dan wakil pgolongan (utusan.golong-
an fungsional) sebagai pelengkap saja dalam keang-
gotaan MPR (sagala, 1982:56). Artinya, dalam -pem-
bentukan MPR harus didominasi oleh cara pemilihan,
sementara cara pengangkatan atau penunjukan hanya
lah sebagai pelengkapsaja. Karena kata ditambah di

belakarng kata LPR, sebagaimana disebutkan dalam
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pasal 2 ayat (1) UUD 1945, tidak bisa lain berar-
ti bahwa kedua utusan daerah dan utusan golongan

adalah dalam rangka melengkapi keanggotaan MPR
saja @2gar supaya MPR capat benar-benar merupakan

institusi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.
3., Sustnan keanggotaan Lembaga Permusyawaratan

Mengenai susunan keanggotaan Majelis Permusya-
waratan Rakyat, pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menentukan
bahwa MPR terdiri dari anggota-anggota DPR, ditambah
dengan utusan-utusan dari daerah-dserzh dan golongan-
golonran, menurut aturan yang ditetapkan dengan un-
dang-undang. Dari ketentuan ini maka dengan MPR harus
memenuhi tiga unsur yaitu:

a. Dewan perwakilan rakyat

b, Utusan dari deerah-daerah dan

c. Utusan dari golongan-golongen,

Yarg kesemuannya akan ditentuken menurut aturan ' un~
dang-undang, yang pembuatannya dilakukan oleh Presi-

den bersame-sama DPR (Sagala, 1982:49),
a. Dewan Perwakilan Rakyat

vperwakilan" berasal dari kata wakil (Depu-
ti) atau juga representatif, yaitu yang diwakili.
seorang wakil harus datang dan ditentukan oleh
pihak yang diwakili, yang dalam hal ini adalah

rakyat (Sagala, 1982:50). Penentuan wakil tersebut



dapat dilakuken dengan cara dipilih, jika jumlah--
nya banyak, maupun diangkat atau ditunjuk oleh Reak

yat sendiri.

Pada prinsipnya setiap orang akan memilih
atau mengangkat atau menunjuk orang atau golongan
yang ia percayai dalam membawakan sepgala kehendak-
nya. Nemun demikian, setiap orang pasti memiliki
. kepentingan-kepentingan yang berbeda dan mempunyai
kepercayaan yang berlainan terhadap calon- calon
wakilnya. Penetuan perwakilan dengan pengangkatan
atau penunjukan adalah suatu hal yang tidak mung-
kin, sebab rakyat yang akan mengangkatatau menun-= -
juk tersebut banyak sekali, maka cara yang mungk in
adalah dengan cara pemilihan, Adapun persyaratan
mutlak dalam menentukan perwakilan rakyat tersebut
ada dua (Sagala, 1982:50), yaitu:

1. wakil yang skan dipilih itu harus berasal dari
rakyat yang merupakan kepercayaan rakyat sendi-
ri, bukan ditentukan ataudidatangkan pihak lain
yang bukan diwakilinya.

o Jika calon lebih dari seorang maka harus dipi-
1ih oleh rakyat banysk, DPR itu dapt menyuara=-
kan hati nurani rakyat secara keseluruhen. Jadi
wzlaupun calon anggota DPR ditentukan partai a-

tau polongan politik sebagai perwakilan atau

penyaluran ide, namun seluruh rakyat hanya
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memilih yang ia percayai saja. Lisamping itu,
semuanya memiliki hak untuk memilih dan dipilih
menjadi wakil rakyat yang akan duduk dalam DPR
sehinpga anggota Dewan benar-benar merupakan wa-

kil rekyat secara keseluruhan.,

b. Utucan dari daerah-daerah

Wak i1 negara Indonesia terdiri dari banyak
pulau yang masing-mesing memiliki daerah-daerah dan
suku-suku bangsa. Hal ini pasti melahirkan berbagai
kepentingin yang berbeda satu deng:n yang lainnya.
Pasal 1& UUD 1945 yang membagi atas daerah besar dan
daerah kecil dalam penjelasannya dinyatakan bahwa
pembagian yang dimaksud adalah daerah propinsi, yang
dalam pasal 2 penetapan Presiden No.2 Tahun 1959 di-
mak sudkan den&an daerah Swatantra Tingkat I. Sedang
penjelasan UUD 1945 menegaskan utusan daerah adalah
utusan Daerah Swatantra Tingkat I. sehubungan dengan
itu kini wilayah RI terdiri dari 27 Daerah Tingkat I
(propinsi), yang tentunya memiliki kepentingan yang
berlairar satu dengan yang lain, Karena pada dasar-
nya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain
pasti mempunyai kepentingzn, mata pencaharian serta
subkultur yang berbeda, karena masing-masing memili-
ki kehususan-kekhususan sendiri-sendiri yanrg mungkin

tidak dimiliki oleh daerah lain. kal inilah yang me-
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nyebabkan latar belakang lahirnya serta perkRembingan
masyarakat yang terbeda-beda. Oleh karena itu kepen-
tingan dan kebutuhan yang tidak sama tersebut menye-

babkan pfrlunya utusan dari daerahnya masing- masing
Sebagai utusan dari dezerah maka jumlah dari wak il

setiap daerah harus sama (Sagala, 19€2:52).

Utusan dari golongan-golongan

Acar MPR menjadi Lembapga penjelmaan seluruh
rakyat maka disamping terdapst unsur wakil rakyat
(DPR) dan wakil dserah (utusan daerah) harus juga di
ikutkian wakil golongan fungsionaldidalam keanggotaan
MPR. Artinya, agar seluruh rakyat,seluruh golongan dan
cseluruh daerah sama-sama mempunyai wakil dalam Majelis
(Sapala, 1982:53), sehingga MPR itu benar-benar dapat
dianggap sebagai penjelmazn rakyat sebagaimana ' djke-

hendaki oleh penjelasan UUD 1945,

Mengingat kenyataan dalam masyarakat, golongan
golomgan yang terdapat dalam masyarakat masing-masing
memiliki kepentingan sendiri-sendiri yang pada dasar-
nya agar semua kepentingan itu harus dapat tersalur-
kan dalam MPR. Sementara golongen-golongan tersebut
celalu berkembang sesuai dengan jaman,csehingga jumlah
nya dan coraknya berbedz satu dengan yang lain. Oleh
karena itu perlu diadakan pembetasan dan pengelompo-

kan sesuai dengan sifatnya untuk menghindari kesimpang
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siuran perentuan utusannya dari MPR. Hal ini telah di
cinpgung secara eksplisit dzlam penjelasan UUD 1945
bahwa yang dimaksud dengan golongan-golongan adalah
bedan-badan sepecrti koprasi, serikat kerja dan lain -
lain badan kolektif. Sebagai penjabaran lebih 1lanjut
maka pemerintah menyatakan bahwa yang di maksud , go-
longan funfsional atau golongan karya adalah alat
dekrasi berupa penggolongan Warga Megara Indonesia
menurut tuges pekerjaannya dalam lapangan precduksi dan
jasa dalam menlaksanakan pembangunan masyarakat adil
dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
sebagai mana dikatakan oleh Presiden Soekarna , ‘pada
tanggal 22 April 1959 di hadapan Konstituante. Halini
kemudia dituangkan dalam penetapan Presiden No. 2 ta-
hun 1959 yang menyatakan bahwa yang dimaksud golongan
ialah golongan karya. Kemudia berdasarkan penetapan
Yresiden No. 4 tahun 19£9 tanggal 22 juli 1950 dan di
kuatkan dengan peraturan Presiden No.12 tahun 1959
tentang penyusunan MPR (8), golongan karya dibagi a-
tas 13 golongan karya, yaitu:

1. Golongan Tanij

. Golongzn Buruh atau yretani

%3, Golongan fengusaha Sasional

4, Golongan Koprasi

“. Golongan Angkatan 45

€. Golcngan Angkatan Bersenjata



7. Golongan Veteran

8. Golongan Alim Ulama (Islam, Katolik, Protestan |,
dan Hindu Bali) |

9. Golongan FPemuda

10. Golongan Wanita

11. Golongan Seniman

12. Golongan Wartawan

13. Golongan Cendikiawa pendidik

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan QU
No. 16 Tahun 1969 Jo UU NO. 5 Tahun 1975 Jo UU No. <2
Tahun 1985, golongan dimaksud adalah .
1. Golongan politik (organisasi peserta pemilu)
2. volongan karya aBRI

3. Golongan karya non ABRI

Sehubungan dengan susunan [tajelis Permusyawara-
tan Rakyat yang diserahkan kepada Legislatif untuk
menentukannya dalam bentuk Undang-undang, artinya,
dalam menentukan komposisi dari unsur yang ada dalam
Majelis Permusyawaratan Rakyat diserakhan kepada ' fpe-
merintah bersama Dewan Perwakilan rakyat sebagai Lem-
baga Legislatif. Nemun demikian, penyerahan wewenang
untuk menentukan keanggotaan Majelis Permusyawaratan
Rakyat serta perbandigan antara lewan Perwakialn Rak-
yat, Utusan Deerah dan utusan Golongan haruslah mem-

perhatikan persyaratan yang diberikan oleh penjelasan



71

UUD 1945, sehingga Majelis itu bensr-benar  dianggap
penjelmsan rakyat. UUD 1945 telan menyetakan bahwa
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota =
anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah Utusan- utu-
san aari Daerah-cdaerah dan golongan-golongen. Oleh
karena itu dapat disimpulkan bahwa kata " ditambah "
dibelakang kata Dewan Ferwakilan kakyat menunjukkan
bahwa kedua utusan baik utusan caerah maupun utusan
golongan auvalah dalam rangka melengkapi keanggotaan
Majelis Fermusyawaratan Rakyat saja. Lengan demikian
maka anggota Majelis bermusyawaratan Rakyat dori ke=-
dua utusan itu hanyzlah merupakan pelengkap belaka
untuk memenuhi sifat penjelmaan seluruh rakyat Indo-
nesia. Jadi majelis rermusyawaratan Rakyat dapat di-
sebut sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia ji-
ka wakil rakyat (DPR) mayoritas mutlak dalam Majelis
Permusyawaratan Rakyat sedangkan daerah (utusan dae=
rah ) dan wakil golongan (utusan golongan fungsional)
sebagai pelengkap, sebab Majelis harus menjadi wakil=-
wakil yang dapat mencerminkan seluruh kehendak rakyst

Indonesia (Sagala, 1982:56).



